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NAMA SOP  STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI DAN 
DOKUMENTASI PUBLIK  

DASAR HUKUM  KUALIFIKASI PELAKSANA  

1. Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi  
2. Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik  
3. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan 

undang-undang No. 14 th 2008 tentang keterbukaan informasi  

4. Peraturan Daerah No. 8 th 2012 tentang Tata Kelola Keterbukaan 
Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah  

5. Peraturan Gubernur No 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelayanan 
Informasi Publik dan Dokumentasi Dilingkungan Pemerintah 

Pemerintah Provinsi Banten 

6. Peraturan Gubernur No 67 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas 
Peraturan Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelayanan 
Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah 

Provinsi Banten  

7. Keputusan Gubernur Banten Nomor 489. 1/Kep.50 HUK/2022 
tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di 
Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.  

8. Peraturan komisi informasi No. 1 Th 2021 tentang Standar Layanan 
Informasi Publik 

1. Memahami Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang 

Standar Layanan Informasi Publik  

2. Peraturan Daerah No. 8 Th 2012 Tentang Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik Dalam 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur No 23 Tahun 2021 Tentang 

Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi Dilingkungan Pemerintah 

Pemerintah Provinsi Banten  

3. Petugas pelayanan informasi dan dokumentasi memilki kemampuan :  
(1) Melakukan Pelayanan Publik  

(2) Memahami Pendokumentasian, Kearsipan dan Pengelolaan Informasi  

(3) Memahami Teknologi Informasi  
(4) Memilki Latar Belakang Pendidikan Yang Mendukung Dalam Pelayanan Pengelolaan 

Informasi dan Dokumentasi   
 



 


